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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksa kan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Pada dasarnya pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga-jenis antara lain (1) jenis pajak
berdasarkan cara pemungutannya yang terdiri.dari_pajak langsung dan pajak tidak langsung,
(2) jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan'pajak objektif, dan (3) jenis pajak
berdasarkan lembaga pemungutannya yang terdiri dari pajak pusat dan pajak-daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang. ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang
yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk
membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak
yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya
dipergunakan untuksmembiayai_pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup
dalam APBN.

Sedangkan berdasarkan“Undang-Undang-Noemor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah
dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran daerah.

Pemerintah Pusat telah memberi kepercayaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus

wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki



daerahnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dipungut oleh pemerintah dari
masyarakat daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dapat dibedakan kembali
menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak provinsi
terdiri dari (1) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (2) Pajak Kendaraan Bermotor,
(3) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, serta (5) Pajak Rokok.
Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Pajak Restoran, (2) Pajak Hotel, (3) Pajak
Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, (7)-Pajak Air Tanah, (8) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta.(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Salah satu “daerah yang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah adalah
Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa
Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kabupaten Semarang berada di wilayah
dataran tinggi sehingga selain memiliki pemandangan pegunungan yang indah dengan iklim
yang sejuk, juga terdapat banyak perkebunan:-Selain.perkebunan sayur, Kabupaten Semarang
sangat terkenal dengan perkebunan bunga. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata di
Kabupaten Semarang.

Selain terkenal dengan‘wisata alamspegunungan dan perkebunan, juga terdapat wisata air
terjun, pemandian air panas, hutan konservasi dan lain-lain. Kabupaten Semarang memiliki
banyak objek wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung. Potensi
pariwisata yang sangat baik ini mendorong tumbuhnya berbagai tempat hiburan di Kabupaten
Semarang seperti tempat karaoke, bilyar, tempat mandi uap / spa, pusat olahraga, pagelaran

seni, dan lain-lain.



Dengan semakin banyaknya objek wisata di Kabupaten Semarang maka diharapkan
pertumbuhan tempat hiburan juga dapat semakin meningkat. Dengan demikian maka potensi
peningkatan pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan juga diharapkan dapat
semakin tinggi. Semakin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Semarang maka
pertumbuhan jumlah tempat hiburan juga semakin meningkat. Oleh karena itu kondisi ini dapat
dimanfaatkan pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk memaksimalkan penerimaan
pajak daerah dari sektor pajak hiburan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,
pengertian pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan itu
sendiri merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan .dipungut bayaran. ‘Hal tersebut dipertegas oleh. Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010

tentang Pajak Daerah.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah-Kabupaten Semarang untuk meningkatkan
penerimaan pajak. hiburan, salah satunya yaitu melalui penurunan tarif. pajak hiburan.
Penurunan tarif pajak hiburan tersebut berlaku mulai-tahun 2017 seiring berubahnya Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak-Daerah menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nemor.13 tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Namun penurunan

tarif pajak hiburan tersebut hanya berlaku untuk beberapa jenis objek pajak hiburan antara lain



Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Pajak Hiburan Kabupaten Semarang

Objek Pajak Perda Nomor 10 | Perda Nomor 13
Tahun 2010 Tahun 2017
Tontonan film 10% 10%
Pagelaran kesenian, musik dan tari 10% 10%
Kontes kecantikan, pagelaran busana, 35% 15%

binaraga dan sejenisnya

Pameran 10% 10%
Diskotek, karaoke:danklab malam 35% 15%
Sirkus, akrobat, sulap 10% 10%
Permainan~ bilyar, golf, futsal: dan 20% 5%
bowling

Pacuan kuda, kendaraan'bermotor ‘dan 20% 10%

permainan ketangkasan

Panti mandi uap/ spa, refleksi dan pusat 35% 15%

kebugaran atau fitness.center

Pertandingan olah'raga 10% 10%

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten-Semarang tentang Pajak Daerah, 2010 dan 2017.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dampak penurunan tarif
pajak hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Semarang. Selain itu penulis
mengharapkan pembaca untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerimaan Pajak Hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis melakukan

penelitian pembanding yakni dengan membandingkan realisasi Pajak Hiburan dengan realisasi



Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk
membahas dalam laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “ANALISIS

PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SEMARANG”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis dapat

dirumuskan permasalahan yang terdapat‘pada Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang,
yaitu :

1. Bagaimana penerimaan-pajak ‘hiburan di Kabupaten Semarang. sebelum dan setelah
penurunan tarif pajak hiburan?

2. Bagaimanatingkat ketercapaian realisasi pajak hiburan ternadap target tahun 2016-2019?

3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Semarang tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang penulis buat-int adalah untuk menjawab semua permasalahan-
permasalahan yang muncul pada pajak daerah khususnya pajak hiburan di Kabupaten
Semarang, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang sebelum dan
setelah penurunan tarif pajak hiburan.

2. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian realisasi Pajak Hiburan terhadap target tahun
2016-2019.

3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2016-2019.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Semarang
Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan evaluasi bagi Pemerintah
Daerah khususnya Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Semarang agar lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan pajak pada
setiap tahunnya guna membantu dalam perencanaan peningkatan penerimaan pajak daerah
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Hiburan.

2. Bagi Akademik
Penelitian ini bertujuan untuk referensi-bagi UniversitasiSoegijapranata khususnya pada
program D3 Perpajakan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembelajaran di bidang
Pajak Daerah.

3. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan menggali kemampuan yang sudah dipelajari selama kuliah
di perpajakan terkait dengan pajak daerah-serta menerapkan-ilmu yang telah dipelajari
terutama dibidang pajak.

4. Bagi Pembaca
Pada penelitian tersebut diharapkan.dapat membantu pembaca untuk memahami mengenai
informasi-informasi tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang dan memberikan

motivasi pembaca betapa pentingnya membayar pajak.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam

memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan tema penelitian yang ada dalam
tugas akhir ini sehingga teori-teori tersebut bisa digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam
pembahasan masalah yang akan dijelaskan.

BAB 1l GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Semarang menjelaskan visi misi dan tugas BKUD Kabupaten Semarang, Struktur Organisasi
BKUD Kabupaten Semarang, serta Metode-yang-akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang' hasil analisis penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.
BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan masukan.
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